
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.899, 2019 KEMENDIKBUD. Rincian Tugas Unit Kerja di 

Lingkungan Sekretariat Jenderal. Perubahan. 
 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 25 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA 

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa dengan adanya perubahan organisasi di 

lingkungan Sekretariat Jenderal sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, perlu mengubah Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 

2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 38 Tahun  2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja 

di Lingkungan Sekretariat Jenderal; 
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Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192); 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 236); 

    

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 38 TAHUN 2019 

TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN 

SEKRETARIAT JENDERAL. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas 

Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1693) diubah sebagai 

berikut:  
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1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 7  

Rincian tugas Subbagian Perencanaan Program dan 

Anggaran III: 

a.  melakukan penyusunan program kerja; 

b.  melakukan penyiapan bahan pedoman perencanaan 

dan penganggaran bidang kebudayaan, bahasa dan 

perbukuan, dan pengawasan; 

c.  melakukan analisis usul rencana, program, 

kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal 

Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan 

Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal; 

d.  melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

sinkronisasi rencana, program, kegiatan, sasaran, 

dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal 

Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan 

Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal; 

e.  melakukan penyiapan bahan koordinasi 

pembahasan rencana, program, kegiatan, sasaran, 

dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal 

Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan 

Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal; 

f.  melakukan penyiapan bahan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Direktorat 

Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan 

Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal; 

g.  melakukan penyiapan bahan pengesahan program, 

kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal 

Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan 

Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal; 

h.  melakukan penyiapan bahan usul revisi program, 

kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal 

Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan 

Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal; 
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i.  melakukan penyiapan bahan sinkronisasi 

perencanaan dan program kebudayaan, program 

bahasa dan perbukuan, dan program pengawasan di 

pusat dan daerah; 

j.  melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan 

rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran 

kebudayaan, bahasa dan perbukuan, dan 

pengawasan; 

k.  melakukan penyimpanan dan pemeliharaan 

dokumen; dan 

l.  melakukan penyusunan laporan. 

 

2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 28 

Rincian tugas Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan III: 

a.  melakukan penyusunan program kerja; 

b.  melakukan penyusunan bahan pembinaan sistem 

akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan 

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan 

Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan 

Inspektorat Jenderal; 

c.  melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem 

akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan di 

lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan 

Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan 

Inspektorat Jenderal; 

d.  melakukan verifikasi dokumen pelaporan keuangan 

di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan 

Inspektorat Jenderal; 

e.  melakukan perhitungan realisasi anggaran di 

lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan 

Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan 

Inspektorat Jenderal; 
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f.  melakukan penyusunan bahan laporan keuangan 

kementerian bidang kebudayaan, kebahasaan dan 

perbukuan, dan pengawasan; 

g. melakukan penyusunan bahan laporan keuangan 

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran 

Wilayah DKI Jakarta;  

h. melakukan penyiapan bahan rekonsiliasi laporan 

keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal 

Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan 

Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal; 

i. melakukan evaluasi laporan keuangan unit 

akuntansi di lingkungan Direktorat Jenderal 

Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan 

Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal; 

j. melakukan penyiapan bahan tindak lanjut laporan 

keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal 

Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan 

Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal; 

k. melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaporan 

keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal 

Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan 

Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal; 

l. melakukan penyiapan bahan pemantauan 

pelaksanaan pelaporan keuangan di lingkungan 

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan 

Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan 

Inspektorat Jenderal; 

m. melakukan penyiapan bahan pembinaan 

pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di 

lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan 

Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan 

Inspektorat Jenderal; 

n. melakukan penyiapan bahan usulan rencana dan 

realisasi penerimaan negara bukan pajak di 

lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan 

Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan 

Inspektorat Jenderal; 
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